
 
 
 

 
 
 

BUPATI TABANAN 
 

PROVINSI BALI 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN 
 

NOMOR 23 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2017 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN  2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TABANAN, 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018; 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



 
 
 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

    7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

    9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



 
 
 

    
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 

Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4027);   

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

  16 Peraturan Peraturan Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 



 
 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 



 
 
 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

  26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 
2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabanan Nomor 4); 

  27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor_1); 

  28. Peraturan Daerah Nomor  13 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabanan Nomor_13); 

  29. Peraturan Daerah Nomor  10 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10); 

  
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN 
 

Dan 
 

BUPATI TABANAN 
 

MEMUTUSKAN  : 
 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

 
Pasal I 

 
 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 22; 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22), diubah 
sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan angka 1, angka 2 dan angka 3 Pasal 1 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 
 Pasal 1 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
semula berjumlah Rp. 2.127.138.654.520,41 bertambah  sejumlah 
Rp.88.154.037.307,56 sehingga menjadi Rp._2.215.292.691.827,97 
dengan rincian sebagai berikut : 

 1. Pendapatan Daerah   
  a. Semula Rp. 1.891.138.654.520,41   

  b. Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 57.529.408.650,70 

  

   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.948.668.063.171,11 
 

 2. Belanja Daerah   
  a. Semula Rp. 2.126.658.654.520,41   

  b. Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 88.154.037.307,56 

  

   Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.214.812.691.827,97 
   Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (266.144.628.656,86) 
      



 
 
 

 3. Pembiayaan                                                                  
  a. Penerimaan     
   1)Semula Rp. 236.000.000.000,00   
   2)Bertambah/ 

(berkurang) Rp. 30.624.628.656,86 
  

   Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 266.624.628.656,86 
        
  b. Pengeluaran   
   1)Semula Rp. 480.000.000,00   
   2)Bertambah/ 

(berkurang) Rp. 0,00 
  

   Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 480.000.000,00 
   Jumlah Pembiayaan Neto setelah 

perubahan Rp. 266.144.628.656,86 
   Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 

perubahan Rp. 0,00 
 

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) Pasal 2 diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 Pasal 2 

(1)  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
 a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah 
  1)Semula Rp. 409.183.800.000,00   
  2)Bertambah/ 

(berkurang) Rp. (15.634.104.919,84) 
  

  Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah 
Perubahan Rp. 393.549.695.080,16 

     
 b. Dana Perimbangan sejumlah 

  1)Semula Rp. 1.077.346.592.000,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 1.952.966.992,00 

  

  Jumlah Dana Perimbangan setelah 
Perubahan Rp. 1.079.299.558.992,00 

      
 c. Lain - lain pendapatan Daerah yang sah sejumlah 
  1)Semula Rp. 404.608.262.520,41   
  2)Bertambah/ 

(berkurang) Rp. 71.210.546.578,54 
  

  Jumlah Lain- lain pendapatan Daerah 
yang Sah setelah Perubahan Rp. 475.818.809.098,95 



 
 
 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan : 

 a. Pajak Daerah sejumlah   
  1)Semula Rp. 100.639.828.000,00   
  2)Bertambah/ 

(berkurang) Rp. 3.017.390.500,00 
  

  Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 103.657.218.500,00 
     

 b. Retribusi Daerah sejumlah   
  1)Semula Rp. 21.952.088.000,00   
  2)Bertambah/

(berkurang) Rp. (789.640.004,46) 
  

  Jumlah Retribusi Daerah setelah 
Perubahan Rp. 21.162.447.995,54 

     
 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah 

  1)Semula Rp. 8.995.685.000,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. (610.187.071,38) 

  

  Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang dipisahkan setelah 
Perubahan Rp. 8.385.497.928,62 

     
 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah 

  1)Semula Rp. 277.596.199.000,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. (17.251.668.344,00) 

  

  Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 260.344.530.656,00 

 
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis pendapatan : 
 a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah                        
  1)Semula Rp. 27.630.309.000,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 1.952.781.992,00 

  

  Jumlah Dana Bagi Hasil setelah 
Perubahan Rp. 29.583.090.992,00 

     
 b. Dana Alokasi Umum sejumlah 
  1)Semula Rp. 811.768.631.000,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 0,00 

  

  Jumlah Dana Alokasi Umum setelah 
Perubahan Rp. 811.768.631.000,00 



 
 
 

     
 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah 

  1)Semula Rp. 237.947.652.000,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 185.000,00 

  

  Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah 
Perubahan Rp. 237.947.837.000,00 

 
(4)  Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

 a. Hibah 
sejumlah 

    

  1)Semula Rp. 2.800.000.000,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 40.710.400.000,00 

  

  Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 43.510.400.000,00 
     
 b. Dana darurat sejumlah   

  1)Semula Rp. 0,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 0,00 

  

  Jumlah Dana darurat setelah Perubahan Rp. 0,00 
     
 c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Derah Lainnya 

sejumlah 

  1)Semula Rp. 122.188.535.224,41   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 15.382.730.578,54 

  

  Jumlah Dana bagi hasil pajak dari 
Provinsi setelah Perubahan Rp. 137.571.265.802,95 

     
 d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah 
  1)Semula Rp. 153.310.276.000,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. (588.284.000,00) 

  

  Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi 
khusus setelah Perubahan Rp. 152.721.992.000,00 

   
 
 
 
 

  



 
 
 

 e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah 
lainnya sejumlah 

  1)Semula Rp. 126.309.451.296,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 15.705.700.000,00 

  

  Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi 
atau dari pemerintah daerah lainnya 
setelah Perubahan Rp. 142.015.151.296,00 

 
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

(1)  Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari : 
 a. Belanja Tidak Langsung sejumlah 
  1)Semula Rp. 1.157.608.398.267,41   

  2)Bertambah/(berkurang) Rp. 38.859.977.258,58   
  Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 1.196.468.375.525,9  
     
 b. Belanja Langsung sejumlah 
  1)Semula Rp. 969.050.256.253,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 49.294.060.048,98 

  

  Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 1.018.344.316.301,9  
 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis belanja : 

 a. Belanja Pegawai sejumlah   
  1)Semula Rp. 843.013.937.900,00   
  2)Bertambah/ 

(berkurang) Rp. 10.244.369.829,00 
  

  Jumlah Belanja Pegawai setelah 
Perubahan 

Rp. 853.258.307.729,00 

     
 b. Belanja Bunga sejumlah   
  1)Semula Rp. 6.200.000.000,00   
  2)Bertambah/ 

(berkurang) 
 

Rp. (3.563.500.000,00) 
  

  Jumlah Belanja Bunga setelah 
Perubahan 

Rp. 2.636.500.000,00 

   
 

  



 
 
 

 c. Belanja hibah sejumlah 

  1)Semula Rp. 58.902.400.000,00   
  2)Bertambah/ 

(berkurang) 
 

Rp. 33.335.366.000,00 
  

  Jumlah Belanja hibah setelah 
Perubahan 

Rp. 
92.237.766.000,00 

     
 d. Belanja bantuan sosial sejumlah 

  1)Semula Rp. 3.700.000.000,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) 

 
Rp. 900.000.000,00 

  

  Jumlah Belanja bantuan sosial setelah 
Perubahan Rp. 4.600.000.000,00 

     
 e. Belanja bagi hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan 

Pemerintah Desa sejumlah 

  1)Semula Rp. 14.417.336.225,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) 

 
Rp. 0,00 

  

  Jumlah Belanja bagi hasil kepada 
Provinsi / Kabupaten / Kota dan 
Pemerintah Desa setelah Perubahan 

 

Rp. 

 

14.417.336.225,00 
     
 f. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota / 

Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah 

  1)Semula Rp. 228.288.130.000,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 0,00 

  

  Jumlah Belanja bantuan keuangan 
kepada Provinsi / Kabupaten / Kota / 
Pemerintah Desa dan Partai Politik 
setelah Perubahan 

 

Rp. 228.288.130.000,00 
     
 g. Belanja tidak terduga sejumlah 

  1)Semula Rp. 3.086.594.142,41   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. (2.056.258.570,42) 

  

  Jumlah Belanja tidak terduga setelah 
Perubahan Rp. 1.030.335.571,99 

 
 
 



 
 
 

(3)  Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis belanja : 

 a. Belanja Pegawai sejumlah   
  1)Semula Rp. 23.378.785.960,00   
  2)Bertambah/ 

(berkurang) Rp. 88.394.216.000,00 
  

  Jumlah Belanja Pegawai setelah 
Perubahan 

Rp. 111.773.001.960,00 

     
 b. Belanja barang dan jasa sejumlah 

  1)Semula Rp. 487.884.488.253,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. (53.902.657.869,24) 

  

  Jumlah Belanja barang dan jasa setelah 
Perubahan Rp. 433.981.830.383,76 

     
 c. Belanja Modal sejumlah 
  1)Semula Rp. 457.786.982.040,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 14.802.501.918,22 

  

  Jumlah Belanja Modal setelah 
Perubahan 

Rp. 472.589.483.958,22 

 
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari : 

 a. Penerimaan sejumlah   

  1)Semula Rp. 236.000.000.000,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 30.624.628.656,86 

  

  Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 266.624.628.656,86 
     
 b. Pengeluaran sejumlah 

  1)Semula Rp. 480.000.000,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 0,00 

  

  Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 480.000.000,00 
 
 
 



 
 
 

(2)  Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis Pembiayaan : 

 a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 
(SiLPA) sejumlah 

  1)Semula Rp. 0,00   
  2)Bertambah/ 

(berkurang) Rp. 0,00 
  

  Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 
setelah Perubahan Rp. 0,00 

     
 b. Pencairan dana cadangan sejumlah 

  1)Semula Rp. 0,00   
  2)Bertambah/ 

(berkurang) Rp. 0,00 
  

  Jumlah Pencairan dana cadangan setelah 
Perubahan Rp. 0,00 

     
 c. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah 

  1)Semula Rp. 201.000.000.000,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 0,00 

  

  Jumlah Penerimaan pinjaman daerah 
setelah Perubahan Rp. 201.000.000.000,00 

     
 e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah 

  1)Semula Rp. 0,00   
  2)Bertambah/ 

(berkurang) Rp. 300.000.000,00 
  

  Jumlah Penerimaan kembali pemberian 
pinjaman setelah Perubahan Rp. 300.000.000,00 

     
 f. Penerimaan kembali piutang daerah sejumlah 

  1)Semula Rp. 0,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 0,00 

  

  Jumlah Penerimaan kembali piutang 
daerah setelah Perubahan Rp. 0,00 

 
 
 



 
 
 

(3)  Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pembiayaan : 

 a. Pembentukan dana cadangan sejumlah 

  1)Semula Rp. 0,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 0,00 

  

  Jumlah Pembentukan dana cadangan 
setelah Perubahan Rp. 0,00 

     
 b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah 

  1)Semula Rp. 400.000.000,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 0,00 

  

  Jumlah Penyertaan modal (investasi) 
pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. 400.000.000,00 

     
 c. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo sejumlah 

  1)Semula Rp. 80.000.000,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 0,00 

  

  Jumlah Pembayaran pokok utang yang 
jatuh tempo setelah Perubahan   80.000.000,00 

     
 d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah 

  1)Semula Rp. 0,00   

  2)Bertambah/ 
(berkurang) Rp. 0,00 

  

  Jumlah Pemberian pinjaman daerah 
setelah Perubahan Rp. 0,00 

                                                                                                                                                       
 e. Pengeluaran Investasi Permanen Lainnya  sejumlah 

  1)Semula Rp. 0,00   
  2)Bertambah/ 

(berkurang) Rp. 0,00 
  

  Jumlah Pemberian pinjaman daerah 
setelah Perubahan Rp. 0,00 

 
 
 



 
 
 

5. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, 
angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13 Pasal 6 diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 6 
 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri 
dari : 

  

1. Lampiran  I  Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ; 

2. Lampiran II  Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi  ; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan ; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan  Daerah, Organisasi , Program dan 
Kegiatan ; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara ; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ; 

7. Lampiran VII  Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah; 

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
lainnya; 

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya 
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran ini; 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; 

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

 



 
 
 

Pasal II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabanan. 

  
Ditetapkan di Tabanan 
pada tanggal 30 Oktober 2018 

 
BUPATI TABANAN, 
 
 
 
NI PUTU EKA WIRYASTUTI 

 
 
Diundangkan di Tabanan 
pada tanggal 30 Oktober 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, 

 
 
 

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA 

 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 23 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI : 
(23,107/2018) 
 



 
 
 

PENJELASAN 
 

 ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN 
 

NOMOR 23 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 22 
TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH 

TAHUNANGGARAN 2018 
 

 
I.  UMUM. 
 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 dan Pasal 317 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Tabanan telah 
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.  

 
Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan  

merupakan kejelasan terhadap target – target Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan pada  Tahun Anggaran 2018. 

 
II. PASAL DEMI PASAL. 
 

Pasal  I   
  Cukup Jelas. 
 
Pasal II   
  Cukup Jelas. 
 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 23 
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